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PUTUSAN
Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Cmi
a\f AR -y
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam
perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3211136112710007, tempat dan tanggal lahir
Cimahi, 21 Desember 1971, umur 53 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kota Cimahi, menggunakan domisili
elektronik dengan Email: xxx. sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tanggal lahir Sumedang, 01 Januari 1984, umur
41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten
Sumedang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2025
yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Cimahi, Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Cmi, tanggal 17 April 2025 mengajukan
cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalii pada pokoknya sebagai
berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat (TERGUGAT) yang
menikah pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 1996 di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Bandung yang saat ini telah
menjadi Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat dan rukun
nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx,
tertanggal 210ktober 1996;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat

berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat

terakhir ,tinggal bersama di Kota Cimabhi.

4, Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat

telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yang bernama:

4.1 ANAK I, NIK xxx, Tempat, Tanggal Lahir Bandung, 13 Mei
1997, Pendidikan SLTA;

4.2 ANAK I, NIK xxx, Tempat, Tanggal Lahir Bandung, 13
Maret 2009, Pendidikan SLTA,;

Dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat dikarenakan:

6.1 Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan Wanita
idaman lain, Penggugat mengetahui berdasarkan informasi dari
tetangga Penggugat, bahkan Penggugat pernah mendengar
Tergugat sedang menghubungi Wanita tersebut melalui Whatsapp

Tergugat di rumah kediaman.
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6.2 Tergugat tidak terbuka perihal utang, yakni Tergugat
memiliki utang ke koperasi tanpa sepengetahuan dan seizin
Penggugat, Penggugat mengetahui dikarenakan adanya yang

datang ke rumah kediaman untuk menagih utang tersebut.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli
2022 dan terhitung kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan

layaknya suami istri;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yakni pada
bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan
upaya masyawarah untuk mempertahankan rumah tangga dengan dibantu
oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Pengugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk
memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang
ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut

berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:
Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

Subsider:
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Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk
Tergugat Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Cmi yang dibacakan di depan
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka
proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama
persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap

ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, atas nama PENGGUGAT dan
TERGUGAT, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Bandung
Barat Provinsi Jawa Barat, tanggal 21 Oktober 1996, alat bukti tersebut telah

di-nazagelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Bukti Saksi
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1. SAKSI I, NIK xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah
sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi
adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah

pasangan suami isteri yang menikah tanggal 15 Oktober 1996;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

bersama di Kota Cimahi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3

(tiga) orang;

- Bahwa pada awalnya awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret
2013 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain,

Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
sejak bulan Juli 2022 sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada hubungan

sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat

agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan
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keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada

keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri,
akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat;

2. SAKSI II, NIK xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimabhi, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi
adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang menikah tanggal 15 Oktober 1996;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

bersama di Kota Cimahi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3
(tiga) orang;

- Bahwa pada awalnya awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret
2013 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
sejak bulan Juli 2022 sampai saat ini, Tergugat pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada hubungan

sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat
agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada

keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri,
akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa
perkawinan antara orang islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang secara absolut memeriksa dan
mengadili perkara a quo;
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di

persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) vyaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal
menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah
tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana

dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah:

- Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan Wanita idaman lain;

- Tergugat tidak terbuka perihal utang, yakni Tergugat memiliki utang
ke koperasi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat
mengetahui dikarenakan adanya yang datang ke rumah kediaman untuk

menagih utang tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
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perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) atas nama
Rustinah Binti B. Amdjah Adang alias Adang Amjah dan TERGUGAT
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,
telah memenuhi syarat formil dan materiil. oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal
1870 KUHPerdata, membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang dilangsungkan pada pada 15 Oktober 1996 secara agama Islam,
dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan
pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi
Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR
sehingga membuktikan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat

berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai
suami isteri, yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1996, dan sampai

sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

3. Bahwa sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan
Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat berhutang tanpa
sepengetahuan Penggugat;

4, Bahwa sejak bulan Juli 2022 sampai saat ini Penggugat dan

Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan
rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan
akan hidup rukun kembali, serta tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh sebab
itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah
sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan
perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah,
sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana dalam firman Allah SWT.
Surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

8390 pSiy Jrzg ledl 19iSui Lolg;l aSwsail (o oSJ $l> 0l di_._u_iL').og
O9San poi) ca Y s 9 ol da> .
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Pendapat Ahli
Hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunah juz Il halaman 89 yang berbunyi, dan
mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

Lol s zodl Lol casol 15 §u ol uoladl o cllas a>4 510 &
Artinya: “Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan

apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan

suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan
suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan,
maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai
dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak

isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang
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kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka

thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'’in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa
alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka
sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1446 Hijriyah oleh kami Dra.
Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.
Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H masing-
masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis

pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam
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sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota |, Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumanttri, S.H. Dra. Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.
Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP ' Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses ' Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 28.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 198.000,00

(Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
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